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Penggunaan teknologi komunikasi merupakan kebutuhan yang tidak 
terhindarkan pada era global yang ditandai dengan berbagai kemudahan 
yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk mengakses berbagai informasi 
yang berguna. 
 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer 
dan data sekunder, dan analisa data  
 
Pengaturan hukum tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik 
yang memuat pencemaran nama baik, Pencemaran nama baik seseorang 
dalam KUHP dirumuskan dalam pencemaran nama baik penistaan secara 
lisan (Pasal 310 (1)), menista dengan surat (Pasal 310 (2)), memfitnah 
(Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), penghinaan yang bersifat 
memfitnah (Pasal 317), perbuatan menuduh yang bersifat fitnah (Pasal 
318), penghinaan terhadap orang yang telah meninggal dunia (Pasal 320-
321) Pertanggugjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan putusan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1993/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. 
Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau tindakan yang telah 
dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam 
pengadilan karena melanggar norma sopan santun. tuntutan pidana yang 
diajukan oleh Penuntut Umum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 27 
Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas UU R.I Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggaL 
 
Dihasilkan bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE seseorang yang 
dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur yaitu (1)setiap 
orang; (2)dengan sengaja dan tanpa hak; (3)memiliki muatan penghinaan/ 
pencemaran nama baik; (4)mendistribusikan/mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya. Menyatakan terdakwa Lloyd Reynold Ginting 
Munthe, SP terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) UU ITE. Menjatuhkan 
pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, 
sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana terhadap 
terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan. 
 
Kata Kunci  Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Dokumen Elektronik. 


